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Bah_as Kesiapan
Penerapan PP
71/2010

TANJUNG SELOR - Penjabat
(Pj) Gubernur Kaltara Triyono
Budi Sasongko didamping be-
berapa pejabat Pemprov Kaltara
menerimakunjungan Badan Pe-
meriksa Ketiangan (BPK) Perwa-
kilan Provinsi Kaltara di mmah
jabatannya, Rabu (19/8).

Kunjungan BPK ini tetkait den-
gan kinerja serta kesiapan Pemprov
Kaltara dalam rangka penerapan
sistem akuntansi berbasis akrual
pada tahun 2015, sesuai dengan
amanat Peraturan Perundangan
(PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Karni merasa akan lebih terjalin

‘dengan baik untuk memberikan

keleluasaan BPK Kaltara memoni-
toring dan melakukan langkah-lan-
ghkah terkait penerapan akuntansi
berbasis akrualini,” kata Triyono.

la mengatakan akan ferus me-
ningkatkan kesiapan Pemprov Kal-
tara dalam penerapan akuntansi
berbasis akrual. “Artinya kami siap
dan menyerahkan sepenuhnya
kepada BPK Kaltara, kami akan
menerima apa yang menjadi reko-
mendasi. Saya mempunyai beban
moral dalam menyandang wajar
tanpa pengecualian (WIP), apa
yangmenjadiawal yang bailini un-
tukbisadipertahankan,” jelasnya. .
Triyono mengharapkan, BPK
Kaltara tidak hanya nantinya me-
lakukan pemeriksaan audit, tetapi
juga memberikan unsur pembi-
naan kepada Pemprov Kaltara,
mengingat sumber daya manusia
(SDM) di Pemprov Kaltara terbatas.
Sementara itu Kepala Bagian
(Kabag) Akuntansi Biro Keuan-
gan, Sekretariat Provinsi Kaltara
Pahyang “Suryo menyebutkan,
bahwa PP Nomor 71 Tahun 2010
sudah diterapkan, namun baru di-
berlakukan pada tahun 2015 ini.
“Maka itu kita harus mem-
persiapkan SDM  kita, seperti

mengikuti  pelatihan-pelatihan,
bimbingan teknologi, mengun-
dang narasumber yang berkom-
peten dari kementerian maupun
dari pihak Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), nanti tinggal BPK akan
menilai bagaimana kesiapan kita
dalan audit nantinya,” sebulnya.

Menuruthya, penerapan - sis-
tem. akuntansi berbasis akrual
tersebutmerupal@nhalbaruﬁagi
akuntansi. Pemerintah pusat te-
lah menerapkan sistem akuntansi
berbasis akrual pada tahun 2015,
sesuai dengan amanat PP Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

“Ini hal baru bagi akuntansi, BPK
akanmelihatsejauh manakesiapan
kita. Karena bagaimanapun BPK
mempunyai kepentingan dalam
melakukan audit nantinya. Salah
satu standar yang dipakai dalam
audit keuangan itu adalah standar
Laiterianya mempunyai kesesuaian
dengan PP Nomor 71 Tahun 2010,
tutup Pahyang, (bmsprov).




